WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 41
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

a. bahwa Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyelenggaraan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2019,
untuk melaksanakan ketentuan Tata Cara Pemungutan
Retribusi agar efektif, efisien, transparansi dan
akuntabilitas serta fleksibel, perlu dilakukan penyesuaian
dan penyempurnaan dalam penyetoran retribusi kepada

Kas Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Tempat

Pelelangan Ikan (TPI);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950

(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-



Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan dan  Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 42 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12
Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 70);



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 72);

16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan lkan
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 40);

17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 41 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI).

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan
Retribusi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Berita
Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 41) diubah sebagai
berikut:



(1) Ketentuan Bagian Kedua Cara Mengukur, Prinsip
Penetapan, Besarnya Tarif Retribusi dan Pembagian
Pengelolaan Retribusi diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Bagian Kedua

Cara Mengukur, Prinsip Penetapan, dan Besarnya

Tarif Retribusi

(2) Ketentuan Bagian Ketiga Pembagian Pengelolaan Retribusi

dan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Penggunaan Retribusi

Pasal 6

Dalam hal Tempat Pelelangan lkan yang tidak dikelola oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon, maka pembagian penggunaan
Retribusi sebagai berikut:
a. Dana yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar 3,35% (tiga
koma tiga puluh lima persen) dengan rincian:
1. pendapatan retribusi daerah sebesar 2,00 % (dua koma
nol persen);
2. dana pemeliharaan TPl sebesar 0,50 % (nol koma lima
puluh persen);
3. dana pembinaan dan pengawasan sebesar 0,45% (nol
koma empat puluh lima persen); dan
4. dana paceklik dan asuransi nelayan sebesar 0,40% (nol
koma empat puluh persen).
b. Biaya yang digunakan langsung oleh penyelenggara sebesar

1,65 % (satu koma enam puluh lima persen).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Desember 2019

WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 26 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
ANWAR SANUSI
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
/S KEPALA BAGIAN HUKUM

5)CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
0 C/rePembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003






